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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu tahun 2016 

disusun berdasarkan pada berbagai ketentuan yang diatur dalam 

Permendagri No. 54 Tahun 2010.  Tahapan dan sistematika penyajian juga 

telah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan.  Hal ini dimaksudkan 

agar dapat menggambarkan alur pikir yang melatarbelakangi proses 

penyusunan RKPD Kota Batu tahun 2016.  Beberapa substansi penting 

dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut : 

1. Proses penyusunan dimulai dengan pengolahan data dan informasi 

meliputi analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan 

keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun lalu.  Analisis 

didasarkan pada dokumen RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017, serta 

RKPD Kota Batu tahun 2014 dan 2015. 

2. Selanjutnya dirumuskan berbagai permasalahan pembangunan daerah 

Kota Batu yang didasarkan pada hasil analisis pada semester 1, hasil 

telaah terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta pokok-

pokok pikiran DPRD. 

3. Berbagai permasalahan pembangunan yang telah dirumuskan menjadi 

dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, 

rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta 

program prioritas beserta pagu indikatifnya. 

4. Selanjutnya dilakukan forum konsultasi publik dan penyelarasan rencana 

program prioritas daerah beserta pagu indikatifnya. 

5. Hasil dari tahapan proses ini adalah berupa rancangan awal RKPD Kota 

Batu tahun 2016.  Rancangan awal menjadi dasar penyusunan 

Rancangan Renja SKPD Kota Batu tahun 2016. 
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6. Rancangan awal diverifikasi dengan rancangan awal RKP, RKPD Provinsi 

Jawa Timur, dan rancangan Renja SKPD.  Setelah diverifikasi, dilakukan 

integrasi rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD.  Hasil 

verifikasi dan integrasi disajikan dalam rancangan RKPD. 

7. Rancangan RKPD menjadi materi pembahasan dalam musrenbang 

RKPD.  Musrenbang RKPD juga dalam upaya sinkronisasi dengan hasil 

musrenbang RKPD tingkat kecamatan.  Selain musrenbang RKPD di 

tingkat Kota Batu, juga dievaluasi hasil musrenbang RKP dan RKPD 

Provinsi Jawa Timur. 

8. Rancangan RKPD yang disinkronkan dengan hasil musrenbang disajikan 

dalam rancangan akhir RKPD.  Rancangan akhir harus mendapat 

persetujuan dari Walikota Batu dan rekomendasi konsultasi dari 

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.  Setelahnya, rancangan akhir RKPD 

ditetapkan melalui Peraturan Walikota Batu. 

9. Rancangan akhir yang telah dilegalkan menjadi dasar dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016.  KUA dan PPAS ini harus 

disepakati oleh Walikota dan DPRD Kota Batu, yang selanjutnya menjadi 

dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Batu tahun 2016. 

RKPD Kota Batu tahun 2016 disusun dalam upaya meningkatkan 

sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup 

kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan 

wilayah.  Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh 

stakeholder Kota Batu untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana 

pembangunan daerah Kota Batu yang telah ditetapkan. 
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Agenda prioritas pembangunan daerah di Kota Batu pada tahun 

2016 meliputi: 

1) Pemantapan pertanian organik dan ketahanan pangan daerah, guna 

mewujudkan pemantapan pengembangan dan diversifikasi produk  

pertanian organik. 

2) Kepariwisataan Internasional untuk memantapkan Kota Batu sebagai 

destinasi wisata internasional berbasis budaya lokal dan agrowisata, 

serta peningkatan capaian standarisasi kepariwisataan internasional. 

3) Insfrastruktur pemerintah, fasilitas publik dan sarana dan prasarana lalu 

lintas dalam rangka pemantapan dan peningkatan cakupan pelayanan 

infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan 

persampahan), serta infrastruktur pemerintah kota, infrastruktur 

olahraga, infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.  

4) Fungsi Lingkungan  Hidup dan Pengendalian Tata Ruang, dalam rangka 

peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfataan tata ruang 

melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang.  

5) Pelayanan dasar pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

dalam rangka mewujudkan daya saing pendidikan menuju Kota Batu 

sebagai kota vokasional unggulan, sedangkan pelayanan dasar di bidang 

kesehatan diarahkan peningkatan kualitas pelayanan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

6) Pemberdayaan Pemerintah Desa melalui peningkatan kapasitas dan 

kinerja aparatur pemerintahan desa demi terwujudnya koordinasi dan 

sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah 

daerah. 

7) Pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pengarusutamaan koperasi dan 

UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan dan  menurunkan angka 

pengangguran. 
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8) Kondisi Sosial Politik, Budaya dan Keamanan Daerah, menuju stabilitas 

keamanan dan ketertiban wilayah dalam rangka menyongsong 

pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2016 dan Pilkada serentak pada 

tahun 2017. 

9) Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka  meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna 

mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta 

terimplementasinya pelayanan PATEN tingkat kecamatan 
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